
:'1

H
'*Al

\."--""'
BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR lg TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH I,C.GI MAHA PETTYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OlT tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembalgunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah mal<a perlu meneta.pkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;

Mengingat :1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lg99 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor loa Tarribahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2O22 tentartg Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2O I 1 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68Ol);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keg'a
(kmbaran Negara Republit Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

12. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22
tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang la.poran
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2}lg tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor f g Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (lembara'rr Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6403);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 20 17 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1l l4);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27.Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2022 terrtang Rancangan Rencana Keq'a pemerintah
Tahun 2023;

28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasi1 Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan eanun Aceh Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas eanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (kmbaran Aceh Tahun
2018 Nomor 7);



29. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2Ol2-2O32
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Iembaran
Aceh Nomor 9);

30. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2Ol2-2O32 (Iembaran Aceh
Tahun 2Ol3 Nomor 1, Tambahan kmbaran Aceh nomor 62);

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Telo:ris Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2O22 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2O22 Nomor 6l;

33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2024 lBenta Daerah
Aceh Tahun 2023 Nomor 17);

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O32
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan kmbaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2OO5-2O25 (trmbaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2014 Nomor 9);

36. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(kmbaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O16 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(t embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

37. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 l.r:nrang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor
13).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Rencana Ke{a Pemerinta} Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKpD Tahun 2024
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Aceh Utara untuk periode l (satu) tahun.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen
yang memuat kebiiakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada peralgkat
kabupaten untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana ke{a dan anggaran satuan keta
perangkat daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode I
(satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada Lnggal I
Januari dan berakhir pada 3l Desember 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 *bagatmana dimaksud pada ayat (l)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Utara;
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Keg'a dan pendanaan-Daerah;

PAP VI Kineq'a Penyelenggaraan pemerintahan Daerah; danBAB VII Penutup.

(3) RKPD Tahun 2024 sebagqimana dimaksud
tercantum dalam lampiran yang merupakan
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

pada ayat (2)
bagian tidak
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Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi
pedoman:
a. bagi Satuan Ke4a Peranglet Kabupaten dalam

penvempumaan Rencana Kerja Tahun 2024;
b. dalam pen-!-usunan dan evaluasi Rancangan Qanun tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2024 termasuk Kebijakan Umum Anggaran pendapatan
dan Belanja l(abupa.ten dan Prioritas Plafon Ansgaran
Sementara Tahun Anggaran 2024 sc.at pembahasan dengan
Deu,an Penvakilan Rak-vat Kabupaten Aceh Utara dan TApD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanny-a dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tangga I ll Juli 2023

,,.s P 4 2 Dzulhijjah 1.14.1
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Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal I I Juli 2023

22 Dzulhijjah 1444
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